BAB V 
PENUTUP 
 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan serta saran sebagai berikut:  
5.1 Kesimpulan 
1. Pasal 50 huruf a UU PKDRT yang mengatur pidana tambahan frasa “pembatasan gerak pelaku untuk menjauh dari korban dalam jarak dan waktu tertentu,” belum memberikan kemanfaatan hukum bagi korban. Hal ini karena substansi pidana tambahan tersebut secara fungsi tumpang tindih dengan pidana pokok berupa pidana penjara yang sudah mengakibatkan pelaku dipisahkan secara jarak dan waktu dari korban. Akibatnya, ketentuan tersebut tidak memberikan manfaat dalam hal pemulihan korban KDRT. 
2. Integrasi mekanisme ganti kerugian dalam pengaturan pidana tambahan dinilai memiliki potensi yang lebih besar dalam memberikan kemanfaatan hukum yang nyata bagi korban KDRT. Ganti kerugian dapat mencakup pemulihan kerugian korban baik secara fisik (biaya pengobatan), psikis (konseling/rehabilitasi psikologis), maupun ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (e) UU PP Perundang-undangan yang menekankan pentingnya manfaat dari peraturan perundang-undangan dalam kehidupan 
Masyarakat. 
5.2 Saran 
1. Pemerintah atau pembentuk undang-undang disarankan untuk melakukan revisi terhadap Pasal 50 huruf a UU PKDRT guna memperjelas substansi antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan seharusnya tidak hanya menjadi pengulangan atau pelengkap pasif dari pidana pokok, melainkan harus memiliki manfaat yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, revisi pengaturaan ini perlu memasukkan indikator atau batasan yang jelas mengenai pidana tambahan tidak hanya sebagai formalitas hukum. 
2. Perlu adanya pengaturan hukum mengenai mekanisme pengaturan ganti rugi sebagai bagian dari pidana tambahan dalam pasal 50 huruf a UU PKDRT. Ganti kerugian harus dijabarkan secara jelas dalam bentuk komponen yang bisa diklaim korban seperti biaya pengobatan, rehabilitasi psikologis, dan ganti kerugian ekonomi. Agar dapat diterapkan secara nyata, serta perlu disediakan jalur akses hukum yang sederhana dan tidak berbelit bagi korban, agar hak atas ganti rugi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. 
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